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BUPATI KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 56 TAHUN 2011
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN -2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 tentang
- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
) Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun—
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor‘ 1 Tahun -2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor, 15 Tahun 2004 ‘tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421); ; ;

7. Undang-Undang Nomor 3:,2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas' Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor' 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornorl- 5234);

13.Peraturan Pemerintah Némor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712); d

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502); $ '



15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Nomar 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
IBMany  wravesn
Republik ndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51 55);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 -fentang Pengelolaan
Keuangan wvasian yuw

tentang UDana

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Sfandar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20.Peraturan rememnan  sywnie,

Pembinaan dan Pengawasan Atas F‘enyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaraq Negara Republik Indonesia Nemar 4592);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja . Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Renihlik Indanacia Tahun 20068 Nomor 25 Tamhahan | embharan
Republik Indonesia Negara muriw »w 1=y,

22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembéran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737); =

23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 fentang Standar
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Mamara Damiihklil ladanasia Tahin
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran meyaia epuwm
Nomor 5§165); 2

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenfang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tenlang F'embahsn Atas Peraluran Menlerl Dalam Negeri Nomor 13

—_ - s - [

lelah diubah kembali dengan Peraturan Menteri LDaiam negen mwimn
21 Tahun 2011 tentang'Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13iTahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

4

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentana _lanie

Pedoman Penyusunan HPUU lanun Anggaran zuig;

27.Peraturan Daerah Nomcr 4 Tahun 2011
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Kepulauan Siau Tagulandang Tahun 2011 Nomor 4).
28.Peraturan Daerah Nomor

13).

13 Tahun 2011 fentann

tentang Pokok-Pokok
Daerah Kabupaten
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN RIIDATI

Pasal 1

TEMT A~ e

PP ey

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

(1). Pendapatan :

A DAaadomcace st

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Jumlah Pendapatan

(2). Belanja Daerah :

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

7) Belqnja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga

Jumlah Befanja Tidak Langsung

2) Belanja- belanja Barang dan Jasa t

3) Belanja Modal
Jumiah Belanja Langsung
Jumiah Belanja

i
i
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Rp. 4.682.556.496,00
Rp. 360.873.080.806,00

Rp. -
Rp. -

Rp. 3.990.000.000,00
Rp. 1.791.750.000.00

Rp. 15.300.000.000,00
Rp.  1.000.000.000,00
Rp 186.493.944.177,00

Rp. 75.415.704.565,00

Rp. 123.669.843.772,00
Rp 217.546.964.837,00
Rp 404.040.909.014,00



Surplus/(Defisit) - Rp (43.167.828.208,00)
(3).Pembiayaan : :
Rn 43 527.828.208.00
b. Pengeluaran Rp. 360.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto : Rp  43.167.828.208,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp i 0,00

Pasal 2

aran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Ringkasan Penjab
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Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran || Peraturan Bupati ini
Pasal 4
tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

Lampiran sebagaimana
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,

tarnieahkan dari Peraturan Bupati

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.
Pasal 6

lauan Siau Tagulandang Biaro ini mulai berlaku pada tanggal

e Dhrmnbisran

Daraturan Runati Kepu

ONETapKan. MAydl ssuap wimiss Craner g
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di :Ondong Siau
pada tanggal 3! Desember 2011

BUPAT%@U TAGULANDANG BIARO,
o /‘\/

\

Diundangkan di Ondong Siau
pada tangsal 3! Desember 2011

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

TAHUN 2011 NOMOR ..56




